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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenaannya
maka Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021 dapat
diselesaikan dengan baik.

Semangat keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan mampu
mendorong badan publik maupun unit pelayanan pemerintah untuk mewujudkan
transparansi dan keterbukaan.

Melalui laporan evaluasi PPID ini diharapkan dapat melihat tingkat keterbukaan
informasi publik pada masing-masing PPID Pembantu baik tingkat OPD/kecamatan,
kelurahan maupun BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

PPID Kota Madiun diminta secara aktif menggunakan berbagai macam kanal/
media informasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
menjalankan tugas dan peranannya dalam menyampaikan pemenuhan kebutuhan
informasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan Monev pada tahun 2021 ini masih sama dengan tahun sebelumnya,
yang mana pelaksanaannya masih dalam situasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan
Monev tahun 2021 hanya dilakukan ke beberapa PPID Pembantu pilihan. Tim Monev
dan Evaluasi PPID Pembantu terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik, Kepala seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun, 1 (satu) orang pranata humas serta 1 (satu) orang petugas
PPID Utama Kota Madiun.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021, sehingga saran dan masukan untuk
penyempurnaan yang akan datang tetap kami harapkan. Semoga Laporan ini dapat
berguna dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan keterbukaan informasi
publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

‘s

SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680904 198803 1 004
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I.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang-
Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur
bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas
informasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang — Undang KIP dan wujud pelaksanaan
tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance), Pemerintah Kota
Madiun sebagai badan publik dalam pelaksanaan penyediaan informasi dan
dokumentasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat
menetapkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun. Peraturan Walikota ini sebagai dasar pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun.

PPID Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut terdiri dari PPID
Kota Madiun (Utama) yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun dan dibantu oleh 64 PPID Pembantu baik itu OPD, BUMD, Kecamatan
maupun Kelurahan. Pembentukan PPID Kota Madiun ini juga sejalan dengan
amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah.



SARANA DAN PRASARANA PPID KOTA MADIUN

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kota
Madiun telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik,
terdiri dari: Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan
pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya yang dilengkapi
sarana dan prasarana antara lain:

a. Kursi tamu dan kursi tunggu;

b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi (Meja Desk

Informasi;

c. Ruang Konsutasi PPID;

d. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;

e. 1 (satu) unit telepon dan 1 (satu) unit printer;

f. 3 (tiga) lemari arsip.

Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat
dilakukan dengan;
- Datang langsung ke meja layanan informasi;
- Telepon/fax (0351) 467327;

- Email ppidkotamadiun@gmail.com

- Portal/website PPID yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon

informasi publik melalui url/link: http://ppid.madiunkota.go.id.

Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang
dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik,
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik
hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan
oleh PPID Kota Madiun (PPID Utama) maupun PPID pada perangkat daerah (PPID
Pembantu).

Sebagai bentuk koordinasi PPID Kota Madiun kepada PPID Pembantu dalam
memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik maka secara rutin
dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada PPID Pembantu. Dimana
tujuan pelaksanaan Monev yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu.


mailto:ppidkotamadiun@gmail.com
http://ppid.madiunkota.go.id/

Pelaksanaan Monev PPID

Pelaksanaan Monev PPID Pembantu Tahun 2021 ini dilaksanakan melalui
pengisian lembar SAQ (Self Assesment Questionniare) untuk mengetahui
kelengkapan website PPID Pembantu, kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan
informasi publik serta kendala atau permasalahan apa yang dihadapi oleh PPID
Pembantu dalam melaksanakan tugasnya untuk menyediakan informasi dan
dokumentasi publik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang — Undang
KIP.

Pada tahun 2021 ini, dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19, maka PPID
Utama Kota Madiun melakukan hanya sekali monitoring dan evaluasi (Monev)
PPID Pembantu. Proses pelaksanaannya pada tahun 2021 dilaksanakan terlebih
dahulu /aunching atau bimbingan oleh PPID Utama dengan melaksanakan virtual/
meeting via zoom dengan PPID Pembantu untuk mengevaluasi kelengkapan pada
tahun sebelumnya, serta pembagian lembar SAQ.

Tujuan pengisian SAQ tersebut adalah agar PPID Pembantu dapat mengetahui
informasi dan dokumentasi publik apa saja yang wajib disediakan, sehingga
secara tidak langsung akan berusaha untuk memenuhi permohonan informasi
publik yang ada di SAQ.

Selain itu dilakukan visitasi untuk melihat atau kroscek di lapangan dari hasil
pengisian SAQ dan mengetahui permasalahan di PPID Pembantu dalam
melakukkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Masih sama dengan
tahun kemarin, visitasi hanya dilaksanakan pada PPID Pembantu terbaik dan 5
terendah yang masuk berdasarkan pengisian kuisioner yang telah dikirimkan oleh
masing-masing PPID Pembantu.

Monev tahun 2021 juga mengevaluasi hasil dari pelatihan-pelatihan admin
PPID Pembantu, apakah admin dari PPID Pembantu sudah menerapkan atau
mengaplikasikan di masing-masing konten website atau belum sekaligus melihat
inovasi — inovasi apa yang diciptakan oleh PPID Pembantu dalam mengoptimalkan
pelayanan informasi publik.

Tim visitasi juga memberikan saran, masukan serta menyampaikan hal — hal
apa sekiranya dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya melalui website
PPID serta bagaimana sikap dalam menjawab permohonan informasi publik yang
bersifat sensitif agar tidak terjadi sengketa informasi dikemudian hari. PPID
Utama dengan tangan terbuka akan membantu memfasilitasi jika terjadi

permohonan informasi yang bersifat sensitif tersebut.



Sehingga dengan adanya Monev PPID Pembantu ini dapat diketahui sampai

sejauh mana keseriusan di unit PPID pembantu dalam memberikan pelayanan

informasi dan dokumentasi. Dan nantinya diharapkan PPID Kota Madiun dapat

terus meningkatkan pelayanan penyediaan informasi dan dokumentasi publik

yang menjadi indikator tingkat keterbukaan informasi publik di Kota Madiun

khususnya.
II. Tujuan
Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021 ini memiliki tujuan
sebagai berikut :

1. Mengetahui sampai sejauh mana pemahaman PPID Pembantu mengenai
informasi publik yang wajib disediakan serta klasifikasi terhadap informasi.

2. Mengetahui kelengkapan isi/konten website PPID Pembantu.

3. Mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pembantu
dalam mengelola websitenya.

4. Untuk mencari saran dan masukan dari PPID Pembantu mengenai apa saja
yang bisa dilaksanakan oleh PPID Utama sebagai bagian koordinasi dalam
peningkatan pelayanan informasi publik.

5. Mengetahui penerapan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu,
khususnya jika ada permohonan informasi yang bersifat sensitif.

6. Penguatan data melalui website PPID Pembantu sebagai bagian dari upaya
Pemerintah Kota Madiun dalam merespon dan menindaklanjuti perubahan era
memasuki era industri 4.0.

7. Pemantauan dan koordinasi yang intensif antara PPID Utama dan PPID
Pembantu Kota Madiun.

ITII. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pembantu ini mencakup dua

sub kegiatan yakni monitoring dan evaluasi yang secara rinci uraian kegiatannya

meliputi :

1. Monitoring

Monitoring untuk melihat kelengkapan website PPID Pembantu yang terdiri
- Profil OPD
- Visi dan Misi

- Tugas dan Fungsi

- Bagan Struktur OPD



- Nama Pejabat Struktural

- Program / Kegiatan dan Anggaran

- Data Pegawai

- Berita

- Produk Hukum

- Layanan Publik

- Struktur PPID

- Daftar Informasi Publik
a. Informasi serta merta
b. Informasi setiap saat
c. Informasi berkala
d. Informasi yang dikecualikan

- Aspirasi dan Pengaduan

- Laporan akses informasi publik

- Kontak PPID

- Tampilan Website

- Kemudahan navigasi

- Transparansi anggaran, khususnya terkait bantuan covid-19 sesuai
dengan amanat dan peraturan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2020

. Visitasi langsung ke PPID Pembantu
Tujuan visitasi yakni untuk mengetahui data — data sebagai berikut :
1) Permasalahan yang ada di masing — masing PPID Pembantu;
2) Saran, masukan dan pelatihan apa saja yang perlu dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan SDM dari admin PPID Pembantu;
3) Sarana dan prasarana pelayanan PPID di tingkat PPID Pembantu.

. Evaluasi

Sedangkan evaluasi mencakup:

- Kendala/permasalahan teknis pengisian website;

- Kendala/permasalahan pengisian konten berita kegiatan;
- Kendala/permasalahan pengklasifikasian informasi;

- Kendala/permasalahan transparansi anggaran;

- Kendala/permasalahan pemahaman tupoksi PPID;



Kendala/permasalahan penggunaan TIK dalam mengoperasikan website
PPID Pembantu termasuk optimalisasi tampilan website;
SDM dari pengelola PPID Pembantu.

Kendala dalam pemberian Informasi Publik ke masyarakat



BAB 11
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Monev PPID Pembantu Tahun 2021, Tim monev
PPID Kota Madiun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan
informasi dan dokumentasi publik di masing — masing unit PPID Pembantu.
Evaluasi ini dilakukan ke PPID Pembantu dengan rincian PPID Pembantu OPD
sebanyak 5 terbaik dan 5 terendah, serta PPID Pembantu Kelurahan 5 terbaik dan
5 terendah.

Sedangkan apa saja yang dievaluasi yakni meliputi kelengkapan website,
keterbukaan penyajian informasi, kemudahan dalam menemukan kategori yang
diinginkan, update terhadap informasi kegiatan di masing — masing PPID
Pembantu serta bagaimana tampilan penyajian informasi di website.

Pelaksanaan Monev dimulai dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis secara
daring kepada PPID Pembantu. Bimtek memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada
PPID Pembantu mengenai pelaksanaan Monev PPID Pembantu Tahun 2021. Hal
ini dikarenakan pada Monev tahun ini PPID Pembantu harus mengisi SAQ (Self
Assesment Questionniare) dan dikirim kembali ke PPID Utama sebagai dasar
penilaian tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota
Madiun.

SAQ diisi sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga setelah masa
pengisian SAQ selesai lalu dilakukan evaluasi SAQ masing — masing PPID
Pembantu. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah yang diisi sudah sesuai
dengan kondisi di lapangan (di website PPID Pembantu). Dasar dari pengisian
SAQ digunakan untuk menentukan peringkat sebagai dasar dilakukan visitasi ke
PPID Pembantu.

Tim visitasi Monev PPID Pembantu Tahun 2021 beranggotakan Kepala Bidang
IKP, Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Pranata Humas dan satu orang
petugas PPID Utama. Visitasi monitoring dan evaluasi (Monev) PPID Pembantu
tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal
8 November 2021 atau kurang lebih dilaksanakan selama kurun waktu 1 minggu.

Visitasi dilakukan untuk menyampaikan hasil dari evaluasi PPID Utama Kota
Madiun kepada PPID Pembantu, mengetahui permasalahan yang ada di tiap — tiap
PPID Pembantu sekaligus mencatat saran dan masukan dari PPID Pembantu

untuk perbaikan pengembangan pelayanan informasi dan pelaksanaan tugas dan



peranan PPID Utama dan PPID Pembantu sekaligus juga mengetahui sarana dan
prasarana pelayanan PPID di tiap unit PPID Pembantu. Setiap hasil dari visitasi
dicatat dan didokumentasikan oleh tim Monev PPID sebagai bahan pelaporan dan
juga bahan untuk melakukan perbaikan pelayanan khususnya di PPID Kota
Madiun.

Hasil visitasi ini juga menjadi bahan masukan bagi PPID Utama Kota Madiun,
untuk menentukan bentuk dan model koordinasi maupun pembinaan apa
selanjutnya yang dapat difasilitasi oleh PPID Utama Kota Madiun ke PPID
Pembantu. Tidak lupa dalam setiap kunjungan, tim monev juga memberikan
saran dan masukan yang dapat membantu atau setidaknya menjadi masukan
buat PPID Pembantu dalam meningkatkan pelayanan informasi publiknya guna
mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dari hasil visitasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Tahun 2021
ini, kendala dan permasalahan yang dialami oleh PPID Pembantu sebagian besar
masih sama dengan yang ditemui pada Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu
tahun sebelumnya, dimana permasalahan tersebut dikarenakan sebagai berikut :
1. Terbatasnya SDM;

2. SDM yang kurang handal khususnya dalam bidang penulisan naskah berita
dan IT pengelolaan website;
3. SDM khususnya di tingkat PPID Pembantu Kelurahan banyak yang berganti
admin;
4. Manajemen Waktu yang belum tertata baik;
Admin yang juga merangkap tugas lainnya;
6. Pergantian admin tanpa adanya proses regenerasi sebelumnya.
Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pembantu ini adalah
sebagai berikut :
I. Evaluasi Website berdasarkan terpenuhinya pengisian SAQ :
a. PPID Pembantu OPD
Evaluasi Pengisian SAQ PPID Pembantu OPD Kota Madiun Tahun 2021

No Nama OPD Kategori Keterangan

1 | Dinas Sosial Informatif Lengkap

2 | Sekretariat DPRD Informatif Lengkap

3 | BKAD Informatif Lengkap

4 | BPBD Informatif Lengkap

5 | Dinas Perhubungan Informatif Lengkap

6 | Bagian Umum Menuju Tampilan website lebih menarik lagi

Informatif dan berita lebih diaktifkan lagi




7 | Satpol PP Menuju Kurang LHKPN, agenda terkait
Informatif pelaksanaan tugas badan publik
8 | Bagian Perekonomian dan Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Kesejahteraan Rakyat Informatif | informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta)
9 | Dispendukcapil Menuju Kurang Informasi terkait prosedur
Informatif peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat (informasi
serta-merta), agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik
10 | Dinas Ketahanan Pangan Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
dan Pertanian Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik
11 | Dinas Kesehatan dan Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Keluarga Berencana Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik
12 | Bagian Pengadaan Barang/ Menuju Kurang agenda terkait pelaksanaan
Jasa dan Administrasi Informatif | tugas badan publik, informasi terkait
Pembangunan prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta)
13 | Bakesbangpol Menuju Kurang LHKPN, informasi terkait
Informatif prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta)
14 | Kecamatan Taman Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif laporan akses informasi publik,
agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik
15 | Bagian Organisasi Menuju Kurang link LHKPN, laporan akses
Informatif informasi publik, informasi terkait
prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta)
16 | Dinas Perumahan dan Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Kawasan Permukiman Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses informasi
publik
17 | Bagian Hukum Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas

badan publik, informasi terkait
prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta),
register permohonan informasi publik
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18

Bagian Pemerintahan
Umum

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta), link/
informasi terkait pengadaan barang
dan jasa

19

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta), link/
informasi terkait pengadaan barang
dan jasa, dokumen perjanjian dengan
pihak ke tiga

20

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Menuju
Informatif

Kurang laporan akses informasi
publik, informasi terkait prosedur
peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat (informasi
serta-merta), link/ informasi terkait
pengadaan barang dan jasa, standar
pelayanan informasi publik

21

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, Laporan akses
informasi publik, DIP 2021, Informasi
Dikecualikan 2021, informasi terkait
prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta)

22

Kecamatan Kartoharjo

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
program kegiatan anggaran, register
permohonan informasi publik, link/
informasi terkait pengadaan barang
dan jasa

23

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, program kegiatan
anggaran, laporan akses informasi
publik, register permohonan informasi
publik, agenda terkait pelaksanaan
tugas badan publik

24

Inspektorat

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
program kegiatan anggaran, laporan
akses informasi publik, informasi
terkait prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta), informasi
terkait pengadaan barang dan jasa
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25

Kecamatan Manguharjo

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
informasi terkait covid-19, register
permohonan informasi, informasi
terkait prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta), tampilan
website lebih menarik lagi

26

Dinas Tenaga Kerja
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
program kegiatan anggaran, produk
hukum, link/ informasi terkait
pengadaan barang dan jasa,
informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta)

27

Dinas Perdagangan

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta), alur
pelayanan/ perizinan, laporan akses
permohonan informasi publik, link/
informasi terkait pengadaan barang
dan jasa

28

PDAM Tirta Taman Sari

Menuju
Informatif

Kurang agenda terkait pelaksanaan
tugas badan publik, laporan akses
informasi publik, program kegiatan
anggaran, laporan PPID, alur
pelayanan permohonan informasi

29

Badan Pendapatan Daerah

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
laporan akses informasi publik,
informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta),
link/ informasi terkait pengadaan
barang dan jasa, berita

30

Dinas Lingkungan Hidup

Menuju
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
program kegiatan anggaran,
informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta), tata
cara pengaduan, link/ informasi
terkait pengadaan barang dan jasa,
berita
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31

RSUD Kota Madiun

Kurang
Informatif

Kurang LHKPN, agenda terkait
pelaksanaan tugas badan publik,
program kegiatan anggaran, DIP,

informasi terkait prosedur peringatan
dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (informasi serta-merta),
produk hukum, SK admin PPID yang
baru

32

Perusahaan Daerah BPR
Bank Daerah

Kurang
Informatif

Kurang program kegiatan anggaran,
agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses informasi
publik, berita, standar pelayanan
informasi publik, alur permohonan
informasi, website ada 2 mohon
untuk website
https://bankdaerah.madiunkota.go.id/
juga diaktifkan.

33

PD. Aneka Usaha

Kurang
Informatif

Kurang agenda terkait pelaksanaan
tugas badan publik, program kegiatan
anggaran, berita, laporan akses
informasi publik, produk hukum, alur
permohonan informasi publik,
profil pimpinan, DIP

34

Bapelitbangda

Website error (kendala teknis)

35

Dinas Pendidikan

Tidak
Informatif

Tidak mengumpulkan SAQ

36

Disbudparpora

Tidak
Informatif

Tidak mengumpulkan SAQ

b. PPID Pembantu Kelurahan

Evaluasi Pengisian SAQ PPID Pembantu Kelurahan Kota Madiun Tahun 2021

No Nama OPD Kategori Keterangan

1 | Kelurahan Kanigoro Informatif Lengkap

2 | Kelurahan Josenan Informatif Lengkap

3 | Kelurahan Manisrejo Informatif Lengkap

4 | Kelurahan Pangongangan Informatif Lengkap

5 | Kelurahan Kartoharjo Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif data penerimaan bantuan sosial

6 | Kelurahan Oro-Oro Ombo Menuju Kurang laporan akses informasi
Informatif publik, standar pelayanan informasi

publik, register permohonan informasi
publik



https://bankdaerah.madiunkota.go.id/
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7 | Kelurahan Kuncen Menuju Kurang agenda terkait pelaksanaan
Informatif | tugas badan publik, data penerimaan
bantuan sosial, informasi terkait
prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat
(informasi serta-merta)
8 | Kelurahan Pilangbango Menuju Kurang laporan akses informasi
Informatif | publik, data penerima bantuan sosial,
agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik
9 | Kelurahan Klegen Menuju Kurang agenda terkait pelaksanaan
Informatif tugas badan publik, laporan akses
informasi publik, program kegiatan
anggaran
10 | Kelurahan Sukosari Menuju Kurang agenda terkait pelaksanaan
Informatif tugas badan publik, laporan akses
informasi publik, program kegiatan
anggaran
11 | Kelurahan Demangan Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif DIP, agenda terkait pelaksanaan
tugas badan publik, laporan akses
informasi publik
12 | Kelurahan Mojorejo Menuju Kurang DIP, agenda terkait
Informatif pelaksanaan tugas badan publik,
laporan akses informasi publik,
produk hukum
13 | Kelurahan Kejuron Menuju Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses informasi
publik, data penerima bantuan sosial,
alur permohonan informasi publik
14 | Kelurahan Tawangrejo Menuju Kurang agenda terkait pelaksanaan
Informatif tugas badan publik, laporan akses
informasi publik, link program
kegiatan anggaran, link data
penerima bantuan sosial, laporan
akses informasi
15 | Kelurahan Nambangan Kurang Kurang program kegiatan anggaran,
Kidul Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses
informasi, produk hukum, data
penerima bantuan sosial, alur
perizinan atau pelayanan, SK admin
PPID
16 | Kelurahan Winongo Kurang Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas

badan publik, laporan akses
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informasi, produk hukum, alur
perizinan atau pelayanan, SK admin
PPID, berita

17 | Kelurahan Pandean Kurang Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses
informasi, produk hukum, alur
perizinan atau pelayanan, SK admin
PPID, berita, data penerima bantuan
sosial
18 | Kelurahan Patihan Kurang Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses
informasi, produk hukum, alur
perizinan atau pelayanan, SK admin
PPID, berita, data penerima bantuan
sosial
19 | Kelurahan Sogaten Kurang Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses
informasi, produk hukum, alur
perizinan atau pelayanan, SK admin
PPID, berita, data penerima bantuan
sosial
20 | Kelurahan Ngegong Kurang Kurang program kegiatan anggaran,
Informatif agenda terkait pelaksanaan tugas
badan publik, laporan akses
informasi, produk hukum, alur
perizinan atau pelayanan, SK admin
PPID, berita, data penerima bantuan
sosial
21 | Kelurahan Kelun Tidak Tidak mengumpulkan SAQ
Informatif
22 | Kelurahan Rejomulyo Tidak Tidak mengumpulkan SAQ
Informatif
23 | Kelurahan Banjarejo Tidak Tidak mengumpulkan SAQ
Informatif
24 | Kelurahan Madiun Lor Tidak Tidak mengumpulkan SAQ
Informatif
25 | Kelurahan Nambangan Lor Tidak Tidak mengumpulkan SAQ
Informatif
26 | Kelurahan Manguharjo Tidak Tidak mengumpulkan SAQ
Informatif
27 | Kelurahan Taman Tidak Tidak mengumpulkan SAQ

Informatif
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I1. Hasil Tangkapan Layar PPID Pembantu 5 Besar Terbaik dari Hasil Penilaian pada

Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No | Nama OPD Keterangan
1. | Dinas Sosial | 1. Website
Kota Madiun S R

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Per.""dungan AnakKotaMadiun . .

—

i —
BREAXING NEWS ¢ Bansos 5P PEKM bertmrbah 5 33 KPM. Karts KIS gikan 0P Poriengman pengecuan keeranan pady mrwien dan | Artisipasi arjc Tagena Kot
berturrd, Ao & b L uan ke s -y
wATEH
[y

EDITORIALS

) 7%

O W YaplKorban Covid Terima Banmdnd
Kemensos

2. Media Sosial

&

facebook

3. Berita

dinassosial_p3a_kotamadiun

95 Anak Yapi Korban
Covid Terima Bansos
dari Kemensos

— »EREMPU

o= EE it
BPPID

3. Akhiri ¥
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Sekretariat
DPRD Kota

Madiun

1. Website

ST —Y & -

oAl

2. Media Sosial

& sekretariatdprdkotamadiun g

908 1.042 97
Postingan Pengikut Mengikuti
Sekretariat DPRD Kota Madiun
Fb: diun (https://www. facebook com
/sekretariatdprdkatamadiun)
setdprd. madiunkota.go.id/

Kirim Pesan 2

T a -

mrcavasT

RAPAT PARIPURNA

@rrip
@"LPSE

5iRUP;

TUPOKS!

VISI MISE

PROGRAM KEGIATAN DAN
ANGGARAN

Madiun - Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah Kot Madiun menyelenggaraksn capar paripurns pada NAMA PEIABAT

hati Jumat, 19 Nevembes 2021 di Gedung Saripuma DPRD Kota Madsun P

ASPIRASE PENGADUAN

DA KOTA MADIUN DAN RAPERDA

Rapat parigurna tersebut dipimpin dan dibuka Istano (Wakil Kewwa DPRO) ditadiri Armaya (Wakit
Keetus DPRD} dan Angoota DPRD, Wallkots, Sekretars Daecab, OPD dan Jajacantya membahas
Pengambiian Keputizsan yang didahutui dengan Penyamoalan Pemardangan Umam sekaligus
Pendapat Fraksi-Fraksl DPRD Kota Madhin Atas Raperda Tercang Rencana nduk Pembangunan
Keparivisataan Kota Madiun Tabun 2020-2035 dissmpaikan Sutardi dan Penyampaian Peadapat
swkaligus Pardapat Akhir Wabikota Madiun atas Rapeida Inisiatif DPRD) tertang Panyelenggaraan

1 Ketahanan Pangsn dan Gizl yang di sampalkan oleh H. Maldi Wal kata Madiun sekaliqus member

dan dilan e Berita Acara Penccapan 2 Rancangan Pecda Kota Madiun

ey ey eiyen
& Users Today : 8
T Thie Mo - 0
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BKAD Kota | 1. Website
Madiun

AD KOTA MADIUN

dar

BERANOA PROFIL ~ BERITA LAYANAN ~ NP ORMAS - 0 - RO ~ CHANEL
— a® samaw
PENGUMUMAN ~ INFO COFID 18 ~ APLICASE PENTING LOKER (LOWONGAN KIRJA ) ~ LANGSUNG

| Selomat HUT Korpel SRS Terimakaslh

r 4 P D
BERITA TERBARY NRCARG KOS A oL PR 31 PEMBERLAXUAN PPXM LEVEL 1

TREALSASI SERAPAN ANOSARAN AUV ERSATM AIOANA Ak . INTHUKS WALKOTA MADILM HOMOR
R KOTA MADIUN 2071

| INFORMASI BERKALA 1 INFORMAS! SETIAP SAAT | OBROLAN RINGAN KARYAWAN

RAIHWTP | £ lealiwqap R

2

wan

foe
, PANLAWANKY Paby mio
[\ INSPIRASIKU Nopember 2021
TN c—

3

X ’

P e &

MONEV KEGIATAN RENCANA A N

B Monitor Evoluasl
4% PENCEGAHAN KORUPSI OLEH KPK DI Kogaon i 7>

. s KOTA MADIUN 2021 uidrenpoirgecioy

Penyusunan LKPD 2021 Kota Madiun Tahun

2. Media Sosial

< bkadkotamadiun i

mn 605 423
' Fostingan  Pengkut  Mengikuni
L
Bkad Kotamadiun

Sebush Karor pubik yg mengunual administrast Keusngan
dan Aset PamKot Medaun, & bawsh Kendali Langsung
Pemerintah Kots Maciun

bkad madiunkota go K/

(L —

SELUMAT H4RI
JRU TAHUN 20

Kornisi Pemnberantason Korupsi (KPK) melalui Satgas Koordinasi Penceganan Korupsi Wilayah Jowa Timur meloksanakan monitoring don evaludsi
Rencono Aksl (RENAKS! ) Progrom Pencegahon dan Pemberantasan Korups! Tarintegeos! di Koto Madiun, tujuan odaloh untuk mamastikon sejouh mana
komitmaen Pemiot Madiun meloksanakan progrom pancegahan korupsi

Harl inl 19-11-202} solah sotu sampling yong diunjungl terkalt dangan BKAD Kota Modiun odoloh parmasaloh sertifikat Tanoh oi Lahan Ringroad Borot yg

masih dolam proses penysiesaion, “dengan odanya kencana Aksl Pancegohan Konupsi dorl KX inl mako pora pejobat yg berwenang bisa mengombd

keputusan Tanpa rogu2 dengan cepat dan tepot sehingga terhindar dori segala macam Like ik yg berindikasikan Korupsi, dan Semua permasaiohan
bisa terselasaikan dangan bersin, berkeadiian dan sesual cgn koridor hukum yang berioku® demiiian dikatakon Ibu NIRMA, Kasubid Penota Usahaan Aset
Koto Madiun kepada TIMPPID Pambantu BKAD Kota Madiun.

Hadir dolom sampiing kunjungon iapangan dar BKAD Kota Madiun, Kepaia BKAD, Sskretoris BKAD , Kasubld Penata Usahoon Asst don bebarapo stof
BKAD, selain itu ada juga hodir dari Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Madiun lain yg terkoit dengan kegiatan RENAKS! KPK.
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BPBD
Madiun

Kota

1. Website

o AT Db maShinkots 9o 9 ~ ¢

EMERGENCY FAST RESPON
CALL CENTER 112 | klikwa.net/112 | 08113135700

Setmkcah Actzon Derserondong, Kostxan (it ecuikon

fosescok | Twimer | metogrom | Emal | YouRba | Uekedn | ThTok

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

AND RESCUL | BMERGLNVGT FAST RLSPON | RESIOMAL DUASER MANAGLAMENT AGLNCILS |

Con

WEATHER @ 27 C

v e

o o MQOCP(\

2. Media Sosial

<  bpbdmadiunkota

1.393 1.954 n
Postingan Pengikut Mengikuti

PUSDALOPS - PB

Akun Resmi BPBD Kota Madiun

Emergency Fast Respon Call Center 112

Tip/Fax 0351 - 491991 JI. Soekamo Hatta No. 45
Email ; bpbdrescued 5@gmail.com
bpbd.madiunkota.go Id/

B e

2000

PETA BENCA TikTok BPBD MITIGASI BE.. Pohon Tumba

ANAAN KOTA MADIN

TRC sikat sarang Tawon Ngrowo Bening

Wesdiun ~ 23/1/3071 Tien Beavss Chpot B0 Kol Matkin Unit Al

%00 0 Gt ponon yang bedokas ol Mgrowe Bening. Kol Tararn, ke

pemBersinan fidak boringeng oma Wk

Sumonto Kos Keoonsmtan & Logetk BPRD £oto &

UNIT ANIMAL RESCUE
BERSIHKAN SARANG TAWON
NGROWO BENING
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Dinas

Perhubungan

1. Website

BERITA  TENTANG

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MADIUN

Selomaot Datong di Website Komi

GET STARTED TODAY

2. Media Sosial

C & fucsbeckcon st

facebook

Dishub Kota Madiun

H NGAN KDTA M,

RUK NQ, 62

Intro € 2 Dishub Kota M

brt & W
[

© Halaman - Tokoh Puthi g

o S1) 44

23 gmasperhubuogarkatamad

3. Berita

DILN
MADSUN

.................

ARTIKEL TERBARU
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No

Nama Kelurahan

Keterangan

Kelurahan Kanigoro

1. Website

2. Media Sosial

& kelurahankanigoro

-
\ 60
Postingan

Kelurahan Kanigoro Madiun

=g
3. Berita

388
Pengikut

Kirim Pesan

48
Mengikuti

SEARCH

INTERMASIONAL FESTIVAL OF
LENGUAGE AND CULTURE BERNADETA
SALWA

e

POOCAST SERSAMA FEMENANG
INDORESIA MENARS TAHUN 2021

POOCAST SERSAMA PERAIN THROPY
PROXLIM UTAMA TANUN 2621

I\

B

m Ak s
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Kelurahan Josenan

1. Website

§ s i e

_ KELURAHAN JOSENAN

Alamat : Jalan Cokrobasonto No.44 Kota Madiun Kode Pos 63134 Jawa Timur

BRUNBAY nescra  PEMERINTAN KOTA MADULM

2. Media Sosial
& kelurahan_josenan

= 74 258 55
Postingan Penglkut Menalkuti

KelurahanJosenan

Kirim Pesan *8

MAKAM TILAMSAR 3
KELURAHAN JOSENAN i

o9

3 . LAPOR!

TANGGAP
CcoviD 19

[N

W

WASPADA
BENCANA
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Kelurahan Manisrejo

1. Website

2. Media Sosial

& kelurahan_manisrejo

161 173 50
Postingan Pengikut Menglkuti

KEL*MANISREJO

Layanan Publik & Pematintahan
Pelayanan Cek Highlight!

Sampaikan aspirasi by DM / WA Admin

JI. Tanjung Raya No 44 Kelurahan Manisrejo Kecamatan
Taman Kota Madiun

diunk: go.id/
e
L ek 4
——
v Pebamy
Vaksin PROFIL PELAYANAN

i ® b =

3. Berita

€0 T8 e e et 03 e AT

I\cgl.lldn i’j’l\l\l Posko Covid-19
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Kelurahan

Pangongangan

1. Website

2. Media Sosial

& kelurahan_pangongangan_...

95 332 739
Postingan Pengikut Mengikuti

Kelurahan Pangongangan

Kantor Kelurahan Pangongangan J|.Pandan No. 02 Kota
Madiun

B e

Ysas con- 1 R
vasad ¥y

] 2!§

SINEIN
S0 e e

]
1
i
i
i
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Kelurahan

Kartoharjo

1. Website

BERMN DESA KELURAMAN
KAUTOMARIO 2019

SAMBUTAN BERSIN DESA LURAN
KARTOMARIO 2019

Kelurahan Kartoharjo
e -
Tentang Orang Lain Bernama Kelurahan
iy Kartoharja
[ RO —

T

Unat Setanghpmss

3. Berita

HAN [ PRID

1 SETIAP SAAT | KELL

WALIKOTA MADIUN KE LAPAK SENDANG
Septerm 2021 - by admin

INF

Keglatan Goes Bapak Walikota dilakcsanalcan minggu 26 September 2021 untulk berikunjung ke lapak
sendang merupakan kehormatan bagi pengurus paguyupan lapak karena di tengah kesibukan bapak
Walikota Madiun masih menyempatkan untuk memberi semangat bagi warga sekitar lapzk dan pengurus
untuk biga meningkatkan perekonomian warga Kelurahan Kartoharjo. Keglatan inf dihadirf juga Camat
Kartoharjo Lurah Kartoharjo Beserta Kasl dan Staf Babinsa,Babinkamtibmas dan bersamaan kegiatan
rutin senam minggu pagi bersama warga sendang. Pemotongan tumpeng oleh Bapak Walikota diserahkan
ke Ketua Paguyupan Lapak Sendang sekaligus dibukanya / di gunakannya Lapak sendang untuk kegiatan
warga masyarakat selaligus untuk menghidupkan/meningkatkan perekenomian UMEM kelurahan
Kartoharjo saat pandemi.
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BAB III
KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota Madiun Tahun
2021 yang dilaksanakan melalui pengumpulan SAQ (Self Assesment Questionniare)
oleh masing — masing PPID Pembantu baik OPD maupun Kelurahan dan pelaksanaan
visitasi (kunjungan) ke PPID pembantu terpiih dapat dilihat tingkat keterbukaan
informasi publik di masing — masing PPID Pembantu.

Evaluasi pada tahun 2021 walau penilaian terbesar dari pengisian SAQ oleh PPID
Pembantu, tetapi juga dilhat dari beberapa aspek seperti tampilan website, keaktifan

admin, dan respon admin dalam menyelesaikan pengaduan.

KEPATUHAN PENGISIAN SAQ

OPD

TIDAK MENGUMPULKAN SAQ

MENGUMPULKAN SAQ

0 5 10 15 20 25 30 35 40

u OPD

Table 1
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Kelurahan

JUMLAH SAQ YANG TIDAK DIKUMPULKAN

JUMLAH SAQ YANG DIKUMPULKAN

0 5 10 15 20 25

m Kelurahan

Table 2

Dari data diatas bahwa hasil dari pengumpulan SAQ atas ketersediaan informasi
publik PPID Kota Madiun tahun 2021 terdapat 34 PPID Pembantu OPD yang telah
mengumpulkan SAQ dari 36 PPID Pembantu OPD. Sehingga didapat hasil tingkat
kepatuhan pengisian SAQ PPID Pembantu OPD mencapai nilai 94%. Sedangkan
untuk PPID Pembantu Kelurahan yakni ada 20 Kelurahan yang telah mengumpulkan
SAQ dari 27 Kelurahan yang ada. Sehingga hasil kepatuhan pengisian SAQ PPID
Pembantu Kelurahan ada pada nilai 74%.

Masih adanya beberapa PPID Pembantu kelurahan yang belum mengumpulkan
SAQ menunjukkan masih rendahnya perhatian dari PPID Pembantu Kelurahan

terhadap keterbukaan informasi publik.
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TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dari evaluasi SAQ Monev PPID Pembantu Tahun 2021 diketahui tingkat

keterbukaan informasi publik PPID Pembantu di Kota Madiun sebagai berikut :

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

30
25
20
15

10

5
; I [ ] ] -

Informatif Menuju Informatif ~ Kurang Informatif Tidak Informatif Kendala Teknis
(website error)

B OPD Kelurahan

Table 3

Dari hasil table 3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi
publik di OPD yakni ada 5 PPID Pembantu OPD dengan kategori informatif, 25 PPID
Pembantu OPD dengan kategori menuju informatif, 3 PPID Pembantu OPD dengan
kategori kurang informatif, 2 PPID Pembantu OPD dengan kategori tidak informatif
dan 1 PPID Pembantu OPD websitenya error (terkendala teknis).

Sedangkan untuk PPID Pembantu Kelurahan dapat dianalisa bahwa terdapat 4
PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori informatif, 10 PPID Pembantu Kelurahan
dengan kategori menuju informatif, 6 PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori
kurang informatif dan 7 PPID Pembantu Kelurahan dengan kategori tidak informatif.

Dari hasil analisa evaluasi hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota
Madiun Tahun 2021 dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di
PPID Pembantu OPD mencapai nilai 86% sedangkan untuk kelurahan mencapai nilai
52%.

Dari hasil tersebut dapat diketahui rata — rata nilai keterbukaan informasi publik
di PPID Pembantu Kota Madiun adalah sebesar 69%.
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BAB IV

Lampiran Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Kota Madiun
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